
BUPATI TORAJA UTARA
PROVIilSI SULAIIIESI SELATA:N

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR II TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D.AERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGAFIAN 2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ]ISA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan keterrtuan Pasal 13

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1

Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun Anggaran 2A22, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja

Utara Tahun Anggaran 2022.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran l{egara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861

sebagaimana telah diubah beberetpa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggu.ng Jawab

Keuangan Negara (Lembaran lilegara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahu:n 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Toraja tltara di Provinsi

Sulawesi Selatal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahu:n 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor '244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indone,sia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Reprublik Indonesia
Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahurr 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran lyegara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tah.un 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, TambeLhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4{i14);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12, Tahun 2OlZ
tentang Pembinaan dan pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Da,erah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 11017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Rep-ublik Indonesia
Nomor 6041);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor L'.2 Tahun 201'9

tentang Pengelolaan Keuangan Deierah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OL9

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol3 Nomor 14251 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam JNegeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasilikasi, Kodelikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pem.bangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL9 Nomor L447);

12. Peraturan Menteri Dalam Neg,sli Nomor 11

Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatem dan Belanja

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Pertranggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatem dan Belanja
Daerah (Berita Negara Repu.blik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 450);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TZ

Tahun 2O2O tentang Pedoman Tel<nis pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Torajra Utara Nomor 4
Tahun 2027 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2021 Nomor 4);
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Menetapkan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 8

Tahun 2021 tentang Anggaran .Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tora-ia Utara Tahun

Anggaran 2022 (Lembaran Dar:rah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 8), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan D:rerah Kabupaten

Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Perubahan Anggaran Pendapata:n dan Betanja

Daerah Kabupaten Toraja Utara llahun Anggaran

2O22 (l*mbaran Daerah Kabupat,en Toraja Utara

Tahun 2021 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraj;a Utara Nomor 1

Tahun 2023 tentang Pert,anggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran PendapateLn dan Belanja

Daerah Kabupaten Toraja Utara llahun Anggaran

2022 (l*mbaran Daerah Kabupatr:n Toraja Utara
Tahun 2023 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 78 Tahun
202 1 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Torajrr Utara Tahun
Anggaran 2022 (Benta Daerah Kztbupaten Toraja
Utara Tahun 2021 Nomor 78) setragaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara
Nomor 2l Tahun 2022 tentang penjabaran

Perubahan Anggaran PendapatarL dan Belanja
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran
2022 (Benta Daerah Kabupaterr Toraja Utara
Tahun 2021 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAN,C./{N ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERA]{ KABUPATEN

TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
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2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah DeLerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah BupeLti sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan DaeraJr yang memimpin
pelaksanaan urusatl pemerintahrm yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah sebagai unsur penyeleng5ara pemerintahan
daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pe.mbantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Unlsan pemerintahan

yang menjadi Kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan BeleLnja Daerah yang

selanjutnya disingkat ApBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah

daerah.

yang ditetapka.n dengan aturan

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

9. Belanja Daerah adalah semua ke.,rajiban pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahu.n_tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun ArLggaran 2022 terdiidari:
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a

b. Belanja:
1. Belanja Operasi

a) belanja Pegawai RP

b) belanja barang dan RP
jasa

c) belanja hibah RP

d) belanja bantuan sosialRP

Jumlah belanja operasi Rp
2. Belanja Modal

a) belanja modal tanah RP

b) belanja modal Rp
peralatan dan mesin

c) belanja modal gedung Rp
dan bangunan

d) belanja modal jalan, Rp
irigasi dan jaringan

e) belanja modal aset Rp
tetap lainnya

Jumlah belanja modal Rp

3. Belanja Tak Terduga Rp

4. Belanja Transfer

a) belanja bagi hasil Rp

b)belanja bantuan Rp
keuangan

Jumlah Belanja transfer Rp

Jumlah Belanja Rp

Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah RP

2. Pendapatan Transfer RP

3. Lain-lain pendaPatan RP

yang sah
Jumlah pendapatan Rp l.(122.189.199.382,18

46.907 .640.806,18

9t29.395.348.028,0c)

45.886.210.548,00

1\78.293.410.805,66

I93.365.5 L5.1.41,75

I 13.839.848.929,O1)

474.OOO.000,00

1i85.972.774.876,41

8.050.498.612,00

L4.945.488.269,25

34.A21.848.493,00

8+.439.952.478,OO

LLg.L57.990,00

t4t.576.945.842,25

65L.L41.020,OO

2.612.093.400,00

t71.3L9.667.L96,AO

L73.931.760.596,00

L .A22.L32 .622 .334 ,66

Surplus / (Defisit)

c. Pembiayaan
1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan
Netto

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan

Rp 20.056.577 .O47,52

8.350.210.031,6 L

1.500.000.000,00

Rp 6.850.210.031,61

Rp

Rp
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Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggrrran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan

merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggiuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 2 dirinci dalam penjabaran laporan

realisasi anggaran.

Pasal 5

Penjabaran laporan realisasi angg(rran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 tercantum ,Calam Lampiran II
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berla,<u pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Toraja Utara.

BUPATI TO IA UTARA,

Y S BASIJANG

SEKRETARIS DAERAH
KABU N A UTARA,

SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR.II
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Ditetapkan di I?antepao
padatanggat :tt AAv,ttUr W

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal


